
Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Internet 

Desa 

Internet desa merupakan salah satu infrastruktur vital dalam mendukung pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangan desa dalam pengelolaan internet desa sangat penting 

untuk memastikan akses informasi yang luas, meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan 

desa. 

Dasar Hukum dan Regulasi 

Pengelolaan internet desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai regulasi nasional, seperti 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika mengenai pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan. Desa memiliki 

kewenangan dalam menginisiasi, mengelola, dan mengembangkan layanan internet yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Peran dan Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Internet Desa 

1. Penyediaan Infrastruktur 

o Desa berwenang membangun dan menyediakan infrastruktur internet, baik melalui 

kerja sama dengan pihak ketiga maupun melalui program yang didukung oleh 

pemerintah pusat dan daerah. 

o Pengadaan menara pemancar, jaringan kabel fiber optik, atau sistem WiFi desa sebagai 

upaya pemerataan akses internet. 

2. Pengelolaan dan Operasionalisasi 

o Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau unit usaha khusus 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan internet. 

o Mengatur skema penggunaan, pemeliharaan, serta sistem berlangganan bagi 

masyarakat. 

3. Pemanfaatan untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik 

o Meningkatkan pelayanan administrasi desa berbasis digital untuk mempercepat 

birokrasi. 

o Mendukung sektor pendidikan melalui akses e-learning dan literasi digital bagi pelajar 

dan masyarakat umum. 

o Mengembangkan ekonomi digital, seperti pemasaran produk lokal melalui platform e-

commerce. 



4. Regulasi dan Pengawasan 

o Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi terkait penggunaan internet 

desa, termasuk dalam aspek keamanan siber dan etika digital. 

o Melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan akses internet, seperti konten negatif 

dan aktivitas ilegal. 

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Internet Desa 

Beberapa tantangan dalam pengelolaan internet desa meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang 

memahami teknologi, keterbatasan anggaran, serta infrastruktur yang belum merata. Untuk mengatasi 

hal ini, desa dapat: 

 Mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola dan 

memanfaatkan internet secara produktif. 

 Mengakses program bantuan pemerintah atau swasta dalam pembangunan infrastruktur. 

 Membangun kemitraan dengan perusahaan penyedia layanan internet untuk skema layanan 

yang terjangkau. 

Kesimpulan 

Kewenangan desa dalam pengelolaan internet desa memberikan dampak positif yang signifikan 

terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, regulasi yang tepat, 

dan pemanfaatan sumber daya yang optimal, desa dapat memastikan layanan internet yang berkualitas 

dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. 
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